BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

B. Saran

Pembagian harta bersama yang diterapkan dan mengacu kepada
Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 97 yang menentukan bahwa
janda dan duda cerai, masing-masing berhak mendapatkan ¥ (satu
perdua) bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain
dalam perjanjian perkawinan. Namun hal tersebut dapat berubah
dengan adanya pertimbangan lain lain, misalnya pihak suami istri
bermaksud memberikan harta bersama tersebut kepada anak-anak
mereka atau pihak isrtri lebih berperan penting dalam hal pencarian
harta bersama dan menafkahi keluarga.

Upaya penyelesaian pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian
dilakukan dengan dua cara yaitu, pertama menjual harta bersama
tersebut kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi sesuai dengan
putusan hakim, kedua, dengan cara perdamaian melalui mediasi yang

dimediatori oleh pihak yang ditunjuk langsung oleh Pengadilan.

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, maka penulis memberikan

suatu saran sebagai berikut:
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1. Pembagian harta bersama menurut kompilasi hukum islam seharusnya
Pengadilan Agama perlu memberikan penyuluhan hukum yang
terjadwal dan terencana agar masyarakat awam dapat mengerti akan
hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus
mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam agar dapat terwujud
menjadi penegakan hukum di Pengadilan Agama.

2. Hendaknya Pembagian harta bersama lebih baik jika di selesaikan
secara baik-baik atau secara damai, karena hal tersebut merupakan
sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan rumah tangga dan tidak
perlu sampai untuk melakukan gugatan yang berlarut-larut dan lebih

baik jika telah sepakat untuk melakukan perdamaian.
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